
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

l , Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Un-dang-Undang Nomor 6 'l'ahun 1995 tentang 
Pernbentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lerubaran 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) 
Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengclolaan keuangan 
daerah yang ekonomis, efeklif, efisien, transparan, dan 
akuntabel perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali 
Kota Kendari Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pcnjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Tahun Anggaran; 

c. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu rnenetapkan Peraturan 
Wali Kora Kendari tentang Perubahan atas Peraturan Wali 
Kola Kendari Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Tahun Anggaran 2024; 

WALi KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat: 

Menimbang: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA KENDARI NOMOR 59 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH 

KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024 

TENT ANG 

WALTKOTA KENDARI 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR l TAHUN 2024 



o. Undang-lJndang Nornor 25 Tahun 2004 tcruang Sistern 
Percncanaan Pernbangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 rentang 
Pernbcnrukan Peraruran Perunclang-Undang-dn (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun. 2011 Nornor 82, 
Tarribahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telab diubah bebcrapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pernbentukan Peraturan Pcrundang 
Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nornor 143, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 680); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Penetapan 
Peraturan Pernerintah Pcngganti Lridang-Undang Numor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang-Undang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 6856); 

8. Undang-unclang Nomor 1 Tabun 2022 tentang Huhungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nornor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112, Tambahan 
Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5508); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan l.embaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
PengeloJaan Kcuangan Badan Layanan Urnum (Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Tah'un 2005 Nomor 48, 
Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 
4502) sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan 
Pernerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 



tentang Pcrubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pernerinrah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Stanrlar Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 Len tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemeriruahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
tndrmcsia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Adrninistratif Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lemharan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraruran Pemerintah Nomor J2 Tahun 2019 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pcmerintah Nornor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6323); 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2023 icnrang 
PengcloJaan Transfer ke Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

18.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagairnana Lelah diubah dcngan Peraturan MenLcri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pernbentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri dalam Ncgcri Nornor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kernampuan Keuangan Daerah 
serta Pclaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor l 067); 

20. Perat.uran Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 



: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARJ NOMOR 
59 TAHU:.'l 2023 TENTANG 1-'b:NJABARAN ANG{'rARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARl TAJ-JUN 
ANGGARAN 2024 

MEMUTUSKAJ'< : 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 
1781); 

21. Peraturan Merueri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 
tcntang Pengelolaan Pinjaman Pernulihan Ekonomi 
Nasional untuk Pcmerintah Daerah (Serita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nornor 880) sebagairnana 
telah sebagaimana Lelah diubah beberapa kali tcrakh:ir 
dengan Peraruran Mentcri Keuangan Nomor 
43/PJ'vIK.07 /2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
alas Peraturan Men Leri Keuangan Nornor 
105/PMl<.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjarnan 
Pernulihan Ekonorni Nasional untuk Pemerintah Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
482); 

22. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Eval.uasi Rancangan Peraturan Daerah 
'rentang Anggaran Pendapatan Dan Be1anja Daerah , 
Rancangan Peraruran Daerah Tentang Perubahan 
Anggaran Pcndapatan Dan Bclanja Daerah, Rancangao 
Peraturan Kepala Dacrab Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dun Belanja Daerah, Dan Rancangan 
Peraturan Kcpala Daerah Tcntang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dao Belfinja Daerah (Beriia Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

23. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nornor 15 Tahun 2023 
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dacrab Tahun Anggaran 2024; 

24. Pcraturan Menteri Keseharan Republik Indonesia Nornor 
37 Tah1.U1 2023 ten tang Perunjuk Teknis Pengelclaan Dana 
Bancuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
1121); 

25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor l Tahun 2020 
tentang Pokok-Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah 
(Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nornor l , 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kota Kendari Nomor 27); 

26. Peraturan Daerah Kata Kendari Nornor 7 Tahun 2023 
tcntang Anggaran Pendapaian dan Bclanja Daerah Kata 
Kendari Tahun Anggaran 2024 [Lernbaran Daerah Kola 
Kendari Tahun 2023 Nomor 7); 

Menetapkan 



(1) Anggaran belanja modal scbagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 333.147.344.882,- terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah; 
b. Belanja modal peralatan dan mesin: 

Pasal 9 

3. Ketentuan ayat (1 ), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga 
bcrbunyi sebagai berikut : 

(1) Anggaran BeJanja Operasi sebagairnana dirnaksud daJa.m pasal 7 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. l.250.579.245.931,- Yang terdiri atas : 
a. Belanja pegawai; 
lJ, Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja hibah; dan 
c. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 747.118.411.519,-. 

(3) J3elanja barang dan jasa scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 4 l l.271.505.798,-. 

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 21.514.837.717,-. 

(;\) Belanja hibah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 67.327.490.897,-. 

(6) Bclanja Bantuan Sosial sebagaimana dirnaksud pada ayai (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 3.347.000.000,-. 

Pasal 8 

2. Ketcntuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 8 diubab, seh.ingga berbunyi 
sebagai berikui : 

Anggaran Be-lanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dircncanakan sebcsar 
Rp.1.599.451.980.761.-Yangterdiri atas : 
a. Belanja Operasi; 
b. Belanja Modal; dan 
c. Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 7 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kora Kendari Nomor 59 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Tahun Anggaran 2024 (Bcrita Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 59) 
diubah sebagai berikut : 

Pasal l 



(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. (27.275.424.149),-. 

(2) Pernbiayaan neto yang rnerupakan selisih penerimaan pernbiayaan terhadap 
pengeluaran pemhiayaan direncanakan sebesar Rp. 27.275.424.149,-. 

6. Kctcnruan Pasal 14 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf a dircncanakan sebesar Rp. 88.424.010.701,- Yang ierdiri atas : 
a. Sisa lebih perhicungan anggaran (SJLPA) tahun sebelumnya. 

(2) [SJLPA) tabun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 88.424.010.701,-. 

Pasal 12 

5. Keleoluan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut.: 

Anggaran belanja tidak lerduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 15. 725.389.948,- yang terdiri atas bela.nja tidak 
tcrduga. 

Pasal 10 

4. Ketentuan PasaJ 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 
e. Belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a 
direncanakan sebesar Rp, 3.829.042.418,-. 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.346.593.548,-. 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebcsar Rp. 86.292.413.205,·. 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayal 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 208.409 21 S.711,-. 

{6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 3.270.080.000,-. 



KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal 1- z- 2024 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintah.kan pcngundangan Peraruran 
Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Derita Daerah Kora Kcndari. 

Peraturan Wali Kota ini rnulai berlaku pada ianggal diundangkan, 

PasaJ 11 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 1 - J. 2024 

- 
I PAr<Af ~UORDINASI 

!O INSTANSI I UNIT KER.IA PARf.F 
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